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Muslim Sidik K : Tinjauan Terhadap Kedudukan dan kewenangun Dewan 
Perwakilan Dae rah di Bidang Leg is Iasi Berdasarkan UUD 
1945 Relevansinya dengan Sistem Perwakilan Dua Kamar.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang senantiasa dalam 
melakukan aktifisanya sesuai aturan yang diberlakukan, meskipun dalam peijalanan 
membutuhkan perubahan-perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan 
masyarakat. Perubahan Dalam UUD 1945 dari mulai amandemen pertama sampai 
kcempat (1999-2002) membawa pembaharuan terhadap isi UUD 1945, salah satunya 
keberadaan lembaga perwakilan yang baru (Legislatif) yaitu Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD). Maka sistem perwakilan dalam negara Indonsia menjadi sistem 
perwakilan Dua Kamar (Bikameral).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan Dewan Perwakilan Daerah 
di bidang legislasi berdasarkan UUD 1945, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah 
di Bidang legislasi berdasarkan UUD 1945, kedudukan dan kewenangan Dewan 
Perwakilan Daerah di bidang legislasi relevansinya dengan sistem perwakilan dua 
kamar.

Penelitian in dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian 
hukum yang diawali dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 
didapat dari dokumen, buku-buku, majalah, surat kabar, yang ditindaklanjuti dengan 
melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan 
Setjen MPR/DPD dan anggota DPD yang merupakan ruang lingkup kinerja DPD di 
Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta.

Kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah di bidang legislasi 
dalam UUD 1945 hanya mengajukan, ikut membahas, petimbangandan pengawasan 
bidang-bidang tertentu, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaar. sumber daya alam dan 
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah. kaitannya dengan sistem perwakilan dua kamar hanya dalam 
kelembagaan, secara kewenangan legislasi sangat terbatas.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan Dewan Perwakilan 
Daerah di bidang legislasi sebagai lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan 
aspirasi dan kepentingan daerah dan sebagai lembaga negara anggota DPD adalah 
merupakan anggota MPR, Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah di bidang legislasi 
hanya mengajukan, ikut membahas, dan perimbangan dalam bidang tertentu, 
sebagaimana dalam Pasal 22D ayat (1), kelembagaan DPD di dalam lembaga 
legislatif menjadi sistem perwakilan dua kamar tetapi yang sangat sederhana/lunak 
(soft bikameralism). Maka perlu adanya penibahan (amandemen) untuk memperjelas 
kedudukan dan kewenangan DPD di bidang legislasi dalam UUD 1945.


